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ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan
pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini d? Pengadilan
Negeri Kelas IIA Rantau Prapat serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencab.uFan
keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti. Penelitian hukum ini merupakan penelitian
hukum Yuridis Normatif dengan metode penarikan kesimpulan Deduktif. Lokasi penelitian di
Pengadilan Negeri Kelas IIB Rantau Prapat. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer
dan data sekunder.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam
pulusan perkara Pengadilan Negeri Kelas 1IB Rantau Prapat No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP
ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan keterangan yang
dilakukan olch tcrdakwa Romando Damanik alias Mando dinilai tidak berdasar dan tidak logis.
Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar
pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh
bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa aiasan pencabutan tersebut benar dan dapat
dibuktikan oleh hakim. Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap
kekuatan alat bukti, adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa
dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa
(tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di
persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh
hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai
alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikanlah (BAP) yang
kemudian dapat digunakan dalam pembuktian

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa secara yuridis pencabutan keterangan
terdakwa dibolehkan asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan
berlangsung dan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Implikasi praktis
dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam

persidangan, dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa
di sidang pengadiian.

Kata Kunci : Terdakwa, Pencabutan Keterangan, Implikasi Yuridis, Penyidik
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaaf). Indonesia menerima hukum sebagai
ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga
negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan
oleh warga negara Indonesia'.

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan
ketertiban dan keteraturaq dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja
dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan hukum berupa norma. Hukum
yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengaitkan diri
dengan masyarakat dimana tempat bekerjanya hukum tersebut. Alat kekuasaan negara yang
diserahkan wewenang untuk menegakkan hukum tersebut dengan bekerja secara tertib dan
menjunjung tinggi hak azasi warga negara, sehingga sering dikatakan bahwa “Hukum tanpa
kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman™?.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi

masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan,

'Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945.

i 2Soesilo Yuwono, Peyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni, Bandung, 1982
m 4.



namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum,
baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja/lalai. Terhadap penyimpangan-
penyimpangan atas hukum tentunya harus di tindak lanjuti dengan tindakan hukum yang
tegas dan melalui prosedur hukum yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahum 1981 tentang Hukum Acara Pidana,sehingga ideologi Indonesia sebagai negara
hukum benar-benar terwujud’.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tujuan hukum
acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa
itu dapat dipersalahkan™.

Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, hal tersebut
bukan lah hal yang mudah kama hal tersebut merupakan kebenaran yang telah
terlewat/berlalu, kebenaran hanya dapat diperoleh dari alat bukti, seperti kesaksian.

Kesaksian tersebut di berikan oleh manusia yang memiliki sifat psikologi, bahwa persepsi

i Ibid, him 6.
Redaksi bumi aksara, KUHAP Lengkap, Bumi Aksara, Jakarta, 1999



beberapa orang mengenai suatu kejadian akan berbeda-beda’. Oleh karena itu
diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan
menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.® Seluruh
proses pidana tidak lain bermuara pada terwujudnya keadilan yang diberikan melalui
putusan pengadilan secara bebas, jujur, dan tidak memihak.’
Untuk mencapai muara keadilan tersebut, pada dasarnya hukum menyediakan dua saluran,
yaitusz
1. Saluran Pembuktian
Yang disediakan bagi pelaksana penegak hukum yang berwajib (penyelidik,
penyidik dan penuntut umum)
Untuk mengusahakan bukti-bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana;
2. Saluran Pembelaan Diri
Yang disediakan bagi tersangka/terdakwa untuk :
a. Menyangkal bukti-bukti yang diajukan serta menyatakan dirinya tidak
bersalah ;
b. Andaikata benar ia bersalah, memohon tindakan berdasarkan hukum serta

kemungkinan yang meringkan baginya.

:Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana ,hlm 18
Ibid, him 255

7 Ibid him 188

8 Ibid him 189



Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan
sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya
dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga
apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak
cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa
dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka
terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana’.

Pembuktian juga merupakan titik sentral dalam hukum acara pidana. Dapat
dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan,
pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim
bahkan sampai upaya hukum, maslah pembuktian merupakan pokok bahasan dan di tinjau
semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati, cermat, dan
matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti
sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang sah
menurut undang-undang'®.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak

memberikan penafSiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang

T°h;;2;rhﬁ ua;ly, Teori Hukum Pembuktian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him 9
id, hlm



terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi
pasal, Pasal dalam KUHAP tentang alat bukti terdapat dalam Pasal 184 ayat 1 dan Pl

KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara
pidana di Indonesia. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh
dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi,
selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir,
menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian.
Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai
kekuatan bukti yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa'?.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat
memberikan keterangan dihadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan
kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan
kepadanya. Penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau

bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang

!pasal 184: (1) Alat bukti yang sah ialah: a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat,

d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibukti
Solahuddin, KUHP & KUHAP, Visimedia, Jakarta,2007 Pk

2/bid, him 42.



‘membuat tersangka terpaksa mengakui segala pernyataan yang didiktekan pejabat
pemeriksa. Begitulah alasan yang kerap melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan
yang dijumpai disidang pengadilanl3 .

Penelitian ini tidak akan membahas tentang alat bukti keterangan saksi, keterangan
ahli, surat dan petunjuk karena keempat alat bukti tersebut secara umum sudah lebih
dikenal oleh pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dan
tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dalam persidangan. Dalam
penelitian ini dibahas mengenai pencabutan keterangan yang terjadi dalam Pengadilan
Negri Kelas ITIA Rantau Prapat, pada putusan perkara No : 1105/Pid.B/2010/PN-RAP.

Bahwa terdakwa Romando Damanik Alias Mando (Tindak Pidana melanggar
Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP) dan saksi HERMANSYAH Alias
KOMET (Masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) mencabut keterangan
pada saat penyidikan yang telah tercantum dalam Keterangan Berita Acara Pemeriksaan
Penyidikan di Polsek Kampung Rakyat, dengan alasan bahwa terdakwa di dalam
pemeriksaan polisi dilakukan tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan dalam
pemeriksaan tersebut pihak Penyidik telah melakukan tindakan kekerasan berupa
pemukulan terhadap diri terdakwa sehingga pihak terdakwa merasa ketakutan dan terpaksa

memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan'*,

13 . .
O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakw. [
Alumni, Bandung, 2006, him 135 gha Terdalowa dan Terpidana,

" Berita Acara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No: 1105/Pid.B/2010/PN-RAP



Adapun dakwaan yang diberikan pada terdakwa adalah Pemerkosaan dengan
kekerasan yang dilakukan bersama-sama, dengan korban saudari Jiyem, bertempat di
Dusun Perlabian Desa Perlabian Dalam Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan
Batu Selatan pada Senin 24 Mei tahun 2010.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat dari Pasal 189 ayat (1) KUHAP®,
Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang
dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, pencabutan tersebut sebenarnya di perbolehkan
dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan
berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat
pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan
penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim
terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan
hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian

sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul:

15 Pasal 189: (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
p?rbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,(2) Keterangan terdakwa yang
d!berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya,(3) Keterangan
terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri,(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup
membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat
bukti yang lain, Solahuddin, KUHP & KUHAP, Visimedia, Jakarta,2007



PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA : STUDI KASUS No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI
KELAS IIA RANTAU PRAPAT

B. Permasalahan

Adapun masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah yang menjadi penyebab terdakwa perkara pidana
No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP mencabut keterangannya yang ada dalam BAP,
pada pemeriksaan persidangan ?

2. Bagaimana implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap perkara pidana
No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penyebab pencabutan keterangan terdakwa dalam
pesidangan.

2. Untuk menjelaskan mengenai implikasi yang dapat terjadi dalam proses
persidangan

Adapun manfaat penelitian yang didapat kedepannya baik secara teoritis maupun

praktis yaitu :



1. Secara Teoritis
Secara teoritis, penulis berharap agar kiranya skripsi ini agar dapat digunakan
sebagai bahan masukan ataupun tambahan bagi perkembangan ilmu hukum bagi
penulis pribadi khususnya, dan bagi masyarakat umumnya.
2. Secara Praktis
Secara praktis, manfaat yang hendak didapat dari skripsi ini adalah sebagai sumber
informasi bagi berbagai pihak yang terkait (Petugas hukum ataupun masyarakat)
dalam menyingkapi pencabutan keterangan terdakwa dalam proses persidangan
dan implikasi apa yang dapat disebabkan didalam keputusan peradilan Indonesia.
- D. Ruang Lingkup
| Ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada analisis dan tinjauan hukum
mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan. Dan juga mengenai
upaya dan proses yang dilakukan dalam pencabutan keterangan terdakwa dalam
persidangan. Dalam tinjauan terhadap kasus Nomor : 1105/Pid.B/2010/PN-RAP
Pengadilan Negri RantauPrapat Kelas I1A
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah Yuridis Normatif, maksudnya yaitu

dilakukan dengan meneliti data primer berupa studi dokumen dan putusan pengadilan
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dengan tambahan beberapa bahan pustaka dengan cara mengkaji berbagai peraturan-
peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negri Kelas IIA Rantau Prapat dengan
asumsi terdapatnya studi dokumen pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data kualitatif yang bersumberkan kepada
data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang
ditentukan purposive. Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah untuk data
primer di peroleh, dengan cara mengambil data lapangan terkait mengenai pencabutan
keterangan terdakwa di Pengadilan Negri RantauPrapat Kelas IIA.
Data sekunder di peroleh dengan cara Studi Kepustakaan dan dokument bahan Hukum
yaitu :
a. Bahan Hukum Primer di antaranya yaitu : Undang-undang No.2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder diantaranya yaitu : Asas-asas Hukum dan Doktrin-
doktrin Hukum tertentu
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c. Bahan Hukum Tersier diantaranya yaitu : Buku-buku, Majalah, Jurnal, dan
Makalah

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari studi pustaka itu dianalisis secara deskrptif kualitatif,
yaitu dengan cara menginterprestasikan data menjadi suatu data yang tersusun secara
ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil analisis yang dapat menjawab
permasalahan dalam skripsi ini.
6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode
Deduktif'®. Metode deduktif dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan
konkret mengenai kaidah-kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam
menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Penalaran yang digunakan disini
adalah penalaran dengan silogisme-silogisme formal (deduktif) yang dikenal dan banyak
dikembangkan. Dalam proses penalaran deduktif, kaidah-kaidaf positif dan asas-asas
hukum positif akan berfungsi premisa mayor dalam stuktur silogisme dan konklusi yang
ditarik dalam proses silogisme ini akan digunakan untuk menangani atau menyelesaikan
suatu kasus tertentu. Dalam kaitan ini, dapatlah dikatakan bahwa kaidah-kaidah

peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan terdahulu, dan asas-asas hukum

yang pernah ditarik secara induktif.

16 Bambang Sugono, Metodologi Penulisan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him 71
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